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ABSTARCT

The study entitled Consideration of Judges in Deciding Defamation Cases in
Writing on Social Media Related to the Implementation of Free Speech Rights
analyzes the consideration of judges in considering the principle of guaranteeing
the right to free speech in the verdict of defamation cases on social media. This
study aims to find out whether the right to free speech is also a consideration of
the judge before dropping the verdict against defamation committed on social
media. The formulation of the problem from this research is how do judges
consider the principle of guaranteeing the right to free speech, in the verdict of
defamation cases on social media? Legal research is carried out using normative
research methods that use legislation on the consideration of judges in deciding
cases, criminal defamation through electronic media and guarantees of free speech
rights in Indonesia, as well as analysis of court decisions regarding the
consideration of judges in the guarantee of free speech rights before dropping a
verdict on criminal defamation on social media. Based on the method of legal
research it can be concluded that the judge does not include and relate the
principle of the right to free speech in the consideration of the verdict, but in the
judges consideration incorporates the values of justice, usefulness, and morals as
the fulfillment of a sense of justice for the community when going to deliver a
verdict.

Keywords: Consideration of Judges, Defamation, Social Media, Free Speech
Rights
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pemanfaatan Teknologi
Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku
masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan
dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan
sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian
cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena
selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan,
dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan
melawan hukum.

Pada kenyataannya perbuatan melawan hukum yang disebabkan
oleh Teknologi Informasi, media dan komunikasi di dalam masyarakat
semakin menunjukkan peningkatan dengan korban yang semakin meluas,
banyak dari kalangan anak-anak, remaja, generasi muda pada umumnya
hingga orang dewasa. Perkembangan Teknologi Informasi, media dan
Komunikasi tentu menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dalam

perkembangan Teknologi Informasi, media dan komunikasi berupa
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kemudahan dalam mengakses Teknologi Infomasi dan komunikasi bagi
penggunanya, namun tidak dapat dipungkiri dampak negatif dari
perkembangan Teknologi Informasi, media dan komunikasi banyak
memakan korban karena munculnya kejahatan di dunia maya.1

Dalam beberapa kepustakaan, Kejahatan dunia maya sering
diidentikkan sebagai Computer Crime. Menurut The U.S. Department of
Justice, Computer Crime sebagai “Any illegal act requiring knowledge of
computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution.”
Pendapat lain dikemukakan oleh Organization for Economic Cooperation
Development (OECD) yang menggunakan istilah Computer Related
Crime yang berarti: “Any illegal unethical or unauthorized behavior
involving automatic data processing and/or transmission data”. Dari
berbagai pengertian Computer Crime, maka Computer Crime merupakan
perbuatan melawan yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana
atau objek untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan
merugikan pihak lain. Disisi lain Cyber Crime atau kejahatan dunia maya
bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer akan tetapi
juga melibatkan baik secara objek ataupun sarana teknologi

telekomunikasi dalam pengoprasiannya.?

1 Shinta Qurotta, “Penyalahgunaan Teknologi Dapat Berdampak Pada kemunduran dari Suatu
Negara”,https://www.kompasiana.com/shintaqurrota/58fdeb57719773d67fc988c5/penyalahgun
aan-teknologi-dapat-berdampak-pada-kemunduran-suatu-negara?page=all##sectionall, diakses
pada tanggal 10 September 2020, jam 14.46 wib

2 Maskun, 2013, Kejahatan Siber, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, him. 47-48.
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Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik kemerdekaan menyatakan pikiran dan
kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui
penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi
ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian
hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Perkembangan dari kemajuan Teknologi Informasi, media dan
komunikasi adalah munculnya berbagai media berbasis online mencakup
semua jenis situs dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan,
situs lembaga/instansi, blog, forum komunitas, media sosial, situs jualan
online (e-commerce/online store) dan aplikasi chattingan.® Salah satu
media berbasis online yaitu Media Sosial. Media Sosial sangat sering
digunakan oleh segala kalangan anak-anak, remaja, maupun orang
dewasa. Setiap orang seringkali berekspresi, mengkritik maupun
mengeluarkan pendapatnya di akun media sosial kepunyaannya.

Hak kebebasan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3886) adapun substansi yang diatur

3 Shelly Maysari, “Pengertian Media Online Serta Kelebihan dan Kekurangannya”,
https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/, diakses pada tanggal 10
September 2020, jam 17.33 wib
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dalam Undang-Undang ini antara lain, Negara Republik Indonesia
mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar
manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang
harus dilindungi. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Kebebasan berpendapat
diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang ini mengenai setiap orang
bebas untuk mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapatnya baik
secara lisan maupun tulisan.

Disatu sisi peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan
berisi tentang hak kebebasan berpendapat dan disisi lain terdapat
peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) ketika seorang individu mengeluarkan pendapat
di media sosial kepunyaannya dan individu lain merasa bahwa nama
baiknya telah dicemarkan oleh pernyataan tersebut maka Undang-Undang
yang mengatur saling bertentangan. Setiap orang mempunyai hak untuk
berpendapat melalui media sosial kepunyaannya berdasarkan hati nurani
dan pemikirannya sendiri selama tidak bertentangan dengan agama,
kesusilaan dan keutuhan negara, akan tetapi apabila individu lain merasa

pendapat yang dikeluarkan merupakan penghinaan atas dirinya serta
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merasa adanya pencemaran terhadap nama baiknya maka ia dapat
melapor dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik di media
sosial karena menyangkut tindak pidana khusus maka ancaman pidana
penjara paling lama 4 tahun.

Ancaman pidana terhadap kasus penghinaan dan pencemaran nama
baik melalui Media Sosial diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016, Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952) adapun substansi yang di atur dalam Pasal ini untuk
menimbulkan efek jera terhadap pelaku penghinaan dan pencemaran
nama baik di media elektronik diancam pidana paling lama 4 tahun
dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah). Dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang ini mengatur
pengenaan sanksi pidana yang telah dipaparkan merupakan delik aduan.

Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut
apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan., sedangkan delik biasa
adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu

pengaduan.* Korban tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama

4 P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar Dasar Hukum Pidana di
Indonesia, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, him 217-218.
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baik harus melapor kepada aparat penegak hukum agar kasusnya dapat di
proses.

Dalam kasus yang muncul mengenai tindak pidana penghinaan dan
pencemaran nama baik di media sosial dilakukan oleh seorang terdakwa
memposting suatu kalimat dalam grup Facebook Info Cegatan Jogja (1CJ)
yang berupa peringatan kepada korban untuk segera membayar hutang
yang telah dipinjam oleh korban kepada terdakwa. Terdakwa
membicarakan dan dituduh mencemarkan nama baik korban sehingga
komentar terdakwa dapat di akses atau di baca oleh seluruh anggota grup
tersebut, maksud terdakwa mempostingan kalimat tersebut sekedar untuk
memperingati korban agar segara membayar hutang dan menghimbau
kepada seluruh anggota Grup Facebook 1CJ untuk berhati-hati. Terdakwa
berkomentar bahwa korban telah dihubungi beberapa kali, namun tidak
ada tanggapan. Kalimat terdakwa yang di posting di dinding grup
Facebook dapat di akses oleh beberapa orang yang masuk dalam grup
Facebook tersebut sehingga korban merasa nama baiknya telah di
cemarkan oleh terdakwa hingga memutuskan untuk melaporkan terdakwa
kepada aparat penegak hukum.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara ini turut
memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

terkait dengan itu Hakim juga dihadapkan pada Undang-Undang tentang
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Hak Asasi Manusia yang memuat hak kebebasan mengeluarkan pendapat.
Oleh sebab itu, dalam penulisan ini dirumuskan judul “Pertimbangan
Hakim dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik secara Tertulis
di Media Sosial Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat™.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka
rumusan masalah adalah bagaimana hakim mempertimbangkan prinsip
jaminan hak kebebasan berpendapat, dalam putusan perkara pencemaran
nama baik di media sosial?
Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis meneliti permasalahan tindak pidana pencemaran
nama baik yang dilakukan secara tertulis di media sosial adalah
mengetahui pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan prinsip
jaminan hak kebebasan berpendapat dalam putusan perkara pencemaran
nama baik di media sosial.
Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis, agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum
pidana dalam hal pencemaran nama baik secara tertulis di media
sosial yang berkaitan dengan prinsip jaminan hak kebebasan
berpendapat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini di tujukan untuk:
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a. Bagi Hakim, agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum
yang berwenang untuk melakukan pertimbangan, mengadili dan
memutus perkara terhadap warga masyarakat yang melakukan
tindak pidana dengan mempertimbangkan hak-hak warga
masyarakat itu sendiri.

b. Bagi masyarakat, agar memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai perkembangan hukum saat ini dalam hal
pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara dan
diharapkan masyarakat turut aktif untuk mencegah terjadinya
pencemaran nama baik di media sosial.

c. Bagi penulis, agar mengetahui pertimbangan yang dilakukan
oleh hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik di
media sosial dengan memperhatikan prinsip jaminan hak
kebebasan berpendapat dan sebagai syarat kelulusan dalam

jenjang strata-1.

E. Keaslian Penelitian
Penelitian dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA
TERTULIS DI MEDIA SOSIAL TERKAIT IMPLEMENTASI HAK
KEBEBASAN BERPENDAPAT” merupakan karya asli penulis dan bukan

merupakan plagiasi. Apabila ada kesamaan topik penelitian, tentu terdapat
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perbedaan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa skripsi yang senada

dengan judul tulisan hukum yang memiliki kesamaan topik dengan topik

yang diangkat oleh penulis tetapi memiliki substansi yang berbeda. Yaitu:

1 Judul

Tahun

Penulis

Rumusan Masalah

2 Judul

Tahun

Penulis

Rumusan Masalah

Parameter Pencemaran Nama Baik Dalam
Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

2019

Petrus Damianus Valent Duuga Hasmoro

Apa parameter yang digunakan untuk
menyatakan bahwa seseorang telah melakukan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
seperti yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)
undang-undang tentang informasi dan transaksi

elektronik?

Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani
Emy Handayani).

2015

Hari Nur Sholeh

Bagaimana proses penyidikan atas tindak

pidana pencemaran nama baik melalui media
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sosial oleh Polda Daerah Istimwa Yogyakarta

terhadap kasus Ervani Emy Handayani?

3 Judul . Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik berdasarkan UU
Nomor 19 Tahun 2016 J.o UU Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Studi Putusan
No0.45/PID.SUS/2018/PN.SMN dan Putusan

No0.3006/P1D.SUS/2017/PN.MDN)

Tahun : 2018

Penulis : Mailan Malik

Rumusan Masalah : Apakah Pertimbangan Hakim pada Putusan
No0.45/PID.SUS/2018/PN.SMN dan
N0.3006/P1D.SUS/2017/PN.MDN sudah

sesuai dengan dasar yuridis, sosiologis,
filosofis penjatuhan pidana yang seharusnya
pertimbangan itu dibuat dalam memutus suatu

perkara?

F. Batasan Konsep
Sesuai dengan judul penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah

sebagai berikut:
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Pertimbangan Hakim yang dimaksud dalam penelitian hukum ini
adalah hakim dalam mempertimbangkan prinsip jaminan hak
kebebasan berpendapat sebagai hal yang menjadi dasar sebelum
memutus perkara pencemaran nama baik yang di lakukan di media
sosial.
Pencemaran Nama Baik yang dimaksud dalam penelitian hukum
ini adalah pencemaran nama baik yang di lakukan di media sosial
sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Media Sosial yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah
suatu media berbasis online yang memiliki kekuatan sosial yang
mampu mempengaruhi opini publik serta dapat diakses oleh
seluruh penggunanya sehingga sangat berpotensi terjadinya suatu
tindak pidana pencemaran nama baik.
Hak Kebebasan Berpendapat yang dimaksud dalam penelitian
hukum ini berdasarkan rumusan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 39 tahun 1999 bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai,
mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati
nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak
maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama,

kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.
Pengertian penelitian hukum normatif adalah fokusnya pada norma hukum
positif (peraturan perundang-undangan) perihal pertimbangan hakim
dalam memutus perkara pencemaran nama baik di media sosial terkait
implementasi hak kebebasan berpendapat. Penelitian ini dilakukan untuk
memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini
adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang
berwujud  peraturan  perundang-undangan, buku,  jurnal, dan
dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke-empat, Pasal 28, perihal Hak Asasi Manusia.
2)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310.
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan



4)

5)

6)

7)
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Pasal 197
ayat (1); Pasal 183.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999,
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886) Pasal 23 ayat (2).

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) Pasal 27 ayat (3).

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009,
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5075)
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8) a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-1V/2006
b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007
9) a) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
203/Pid.Sus/2017/PN.Smn
b) Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor
125/Pid.Sus/2018/PN.Btl
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan internet.
Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari pendapat
Narasumber yaitu Sagung Bunga Mayasariputri Antara, S.H,
Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang pernah mengadili perkara
pencemaran nama baik dan Yogi Zul Fadhil, S.H, M.H yang
merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta
yang pernah mendampingi terdakwa kasus pencemaran nama baik
di media sosial.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari serta
menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,
hasil penelitian, internet dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan
Pertimbang hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik di

media sosial terkait implementasi hak kebebasan berpendapat.
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b. Wawancara
Wawancara adalah melakukan tanya jawab terhadap

Narasumber yaitu Sagung Bunga Mayasariputri Antara, S.H, Hakim

Pengadilan Negeri Sleman yang pernah mengadili perkara pencemaran

nama baik dan Yogi Zul Fadhil, S.H, M.H yang merupakan Advokat

dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang pernah mendampingi
terdakwa pencemaran nama baik di media sosial. Tanya jawab
berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat secara sistematis. Bentuk
pertanyaan terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan
tertutup dalam hal ini sudah di siapkan jawabannya oleh peneliti dan
sekaligus Narasumber juga dapat memberikan penjelasan lain sesuai
dengan keahliannya, profesi maupun jabatannya.
4. Analisis

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan
akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatik
yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis
hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif yaitu menguraikan atau memaparkan
pasal-pasal peraturan perundang-undangan tentang pencemaran
nama baik di media sosial dan pengaturan mengenai jaminan hak
kebebasan berpendapat sebagaimana telah disebutkan dalam bahan

hukum primer.
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3)

4)

5)
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Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal.
Secara vertikal yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang
Dasar 1945 dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara
horizontal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis hukum positif yaitu menganalisis mengenai prinsip
jaminan hak kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam Pasal
23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 apakah bisa
diterapkan dalam pertimbangan hakim sebelum memutus perkara
pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana yang telah
diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Interpretasi hukum positif yaitu menganalisis mengenai prinsip
jaminan hak kebebasan berpendapat apakah bisa diterapkan dalam
pertimbangan hakim sebelum memutus perkara pencemaran nama
baik di media sosial.

Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat

pada bahan hukum primer yaitu hakim dalam mempertimbangkan
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prinsip jaminan hak kebebasan berpendapat dalam putusan perkara
pencemaran nama baik di media sosial.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dideskripsikan lalu diperoleh pengertian dan
dilakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan perbedaan
pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum
primer.
5. Proses Berpikir
Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif untuk
menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan
proses berpikir dari hal yang bersifat umum bertolak pada hal yang
bersifat khusus sehingga kebenaran yang telah diketahui secara umum
berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif
bertujuan untuk menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk
seterusnya dihubungkan dengan bagian yang khusus.
H. Sistematika Skripsi
Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yang

terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan

konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
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BAB III
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PEMBAHASAN
Bab ini merupakan bagian pembahasan skripsi. Pembahasan
tersebut mengenai pertimbangan hakim dalam memutus
perkara pencemaran nama baik di media sosial terkait
implementasi hak kebebasan berpendapat, yang meliputi
tinjauan umum mengenai pertimbangan hakim, pencemaran
nama baik di media sosial beserta pengaturannya, dasar
perlindungan hak kebebasan berpendapat dan hasil penelitian
mengenai pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan
jaminan hak kebebasan berpendapat dalam memutus perkara
pencemaran nama baik di media sosial.
PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang
berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya dan saran dari penulis terkait dengan masalah yang

penulis teliti.



BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam memutus perkara pencemaran nama baik di media
sosial, hakim tidak memasukkan dan mengkaitkan prinsip hak kebebasan
berpendapat dalam pertimbangan putusannya, namun dalam pertimbangannya
hakim memasukkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan moral sebagai

pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat ketika akan menjatuhkan putusan.

B. Saran
Berdasarkan uraian dari hasil kesimpulan penelitian, maka penulis
memberikan saran supaya Majelis Hakim lebih memperhatikan prinsip hak
kebebasan berpendapat terhadap terdakwa dalam putusan hakim. Perbuatan
yang dianggap mencemarkan nama baik sebenarnya bukanlah semata-mata
perbuatan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang, namun
mengekspresikan perasaan dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan hati

nuraninya secara lisan maupun tulisan di media sosial.
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